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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
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TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORINAL
PKBM NURUL UTVIMAH KALIORI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

l\llenimbang : a.

h

bahwa berdasarkan permohcnan Ketua YBM SAUhil Nomor.
0041A-2|fB[/ISAUIU llll2025 perihal : Permohonan Fendirian
PKBM, mengajukan pendirian pendidikan nonformal;

berdasarkan hasil vertifikasi kelengkapan administrasi dan
tinjauan lapangan oleh tirn visitasi yang dilaksanakan oleh Tim
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, Dinas Pendidikan
Kab. Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal Yayasan Baitul lVlall Sahabat Ummat
dengan surat rekornendasi Nornor: 400"3.3|4A1U2A25 pada
tanggal 30 April 2A25 perihal PKBMI Nurul Ummah Kaliori,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b, rnaka perlu menetapkarr Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Felayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyurnas tentang lzin Yayasan Baitul IVIall

Sahabat Ummat;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-urndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern
Pendidikan Na*ional {Lembaran lrtregara Tahun 2003 Nomor
73, Tambahan Lernbaran Negara Nomor4301);

Undang-Undang Ncmor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndsnesia Non'lor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nornor
11 Tahun ZCZS tentang eipta Kerla {L*mbara* Negara
Republik lnConesia Tahun 2A2* N*m*r 245, Tambahan
Lembaran N*ogara Repubiik indcnesia Nor,rcr S573).
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1gg2 tentang peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1gg2 Nomon 69, Tambahan
Lernbaran Negara Republik lndonesian Nomor B4BS),

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 1g Tahun
2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670i;

Peraturan Pemerintah Republik lndcensia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
{Lembaran nsgare Republik !ndonesia Tehun 2010 N*mor ZBi
sebagairnana telah diubah dengan p*raturan Femerintah
Nomcr 66 Tahun 201S tentxng Peruhahan Atas Peraturan
Pemerintah Ncmor 17 tairun 201* Tentang pengelolaan dan
Penyelenggara#n Pendidikan (!*mberan Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2010 Nonnor 112)',

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun ZAm tentanE
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha tserbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik lndanesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Ncm*r
6617);

Peraturran Menteri Fendidikan dan Kebudayaan Repirblik
lndonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Fendidikan Nonformal (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2013 Nomor 877i;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomcr '!6 Tahun
2016 T*ntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas {Lembaran Negara Nornor 'X seri D
Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturen *aerah Kabupat*n Banyumas Ncmsr ?
Tahun 201S tent*ng P*rubahan Atas Peraturan Daerafr
Kabupat*n Bar:yumas l{smor I6 Tahun 2016 tentang
Femhentuken dsn Su*unan P*rangkat Dae;.ah ilembag*
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun ?01* Ncn:cr Z
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
) 1\.

Peraturan Bupati Banyumas Nonnor Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 37 Tahun 2A21 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepata Dinas Penanaman l\tlodal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas {Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah Peraturan Bupati Banyurnas Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanarnan fuladal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyurnas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2023 Nomor 13)
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lvlemberikan lzin penyelenggaraan satuanr pendidikan Nonformal
kepada :

Nama SPrur . pKBM NLJRUL UftnLfrAH KALtftRt
Alan:at SPNF . Desa Kaliori Kec. K*iibagar Kah:.

Banyur^nas prav. Jawa Tengah
Narna Penyel*nggara : yayasan gaitur Mali sahabat urnmat
i{cmor lndi;k fier*saha . ',t4i 1:t**:S6Tg
i*r:is Pr*grair: pendidikan : F*ndidikan Keseterasn
Femegang lain seb*geirnana dirnaksud dikturn i{tsATU
berk*wajiban dan dilsra*g nreiakr.:k*n ha!-hal s*nagsi berlkut :

A" Kewajiban

1. Mematuhi seiuruh ketentuan yang berkenaan denganpenyelenggaraan pendidikan nonformai yang ditetaplan
Pemerintah;

?. hilenrber"ikan layanan pendidikan yang berrnutu dan ak*es
dangan pendidkan bagi masyar*k*t kurang marnpil sesuai
dengan peraturan perr_rndang_undangan y*Ig berlaku;

3. FJlenjaga ketertiban, kean'ranan, keindahan, kebersihan dan
kesehatan iingkungan pengeraraan dan penyerenggaraan
pendieiikan;

4" Melaksanakan dan mernatLrhi setiap peraturan eiani*t*u
perundang-unerangan yang berlatu y*ng ciketLiart{ar,. *i*h
ilemerintah.

5. ivlenjadikan sekalaii *ebagai wiyata ntandaia daian: i.aR*ka
membangun karakter cjan nasionalisme;

$. l\4emiliki sarana dan prasaranalperrengkapan yaftg
rnei:radai;

7. $/lenyediakan Alat p*raga Hdukasi iuar ejaiam cjan sar.ana
belajar" lainnya;

E. Memiliki kemarnpuan pembiayaan yang r"nemadai;
g. Mempr"lnyai stempel lembaga pendidikan;

t*, Mernasang papan n&ma lembaga pendidikan

B. Larangan

a. lvlendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari
Kepala Einas Penanarnan Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

b tu{emindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala
Dinas Penaneman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu
Kabupaten Banyumas,
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Tembusan

c. ft/lengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas
Penanaman tVlodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas;

d Tidak n'lelakukan kegiatan pembelajaran selama 2 {dua)
tahun berturutturut tanpa keterangan yang sah;

e. lVislanggar *turar:ik*tentilsn penyei*nggarean p*n#idik*r:
cesuai dengen pec*emen penyelenggaraail yang berlcku.

izin yang di*.rak*ud diktum K=SATU d*pat ,Ji****t ei*n ciibst*lk*r"r
^^^L*;t^€H<ruirc,

1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-
iarangan yang ditetapkan dalarn keputusan ini;

2. Pemegang iain tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran clan
pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut{urrut tanpa aiasan yang
dapat d ipertangg ungjawabkan ;

3. Lambag* tidak mengejuk*r: akredrta*i k* B*d*n Ak.rediiasi
Nasi*nai sesuai peraturan p*rur:iiang*fi yailg her!*ku s*i*rcbat-
|*mbatr:,rra 5 ilin=*i tchun s*j*l,; keputus*r: i*i dik*iuar"icafi;

4. L*mi:*g* su#ah tiejak !*g! rnem*tuhi persyaratan p*ndiiian
iemhaga;

5. lzin diperoleh s*c&ra tidak sah.

Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan
kegi*tan pe*didikan *onf*rrnal terdapat kegiatan-kegiatan yff*S
b*rt*ntangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal dit*tapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Purwckerto

5 frllei 2025

a.n BUPATI BANYUII4AS
PIt, KEPALA DINAS PENANAI\IIAN IVIODAL DAN

SATU PIhITU

KUSUMAITIATI

1. Bupati Bariyumas {sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan.

Kebudayaan, Riset dan T*knologi;
3. Kepala Dinas Fendidikan Pro'rinsi Jawa Tengah;
4. Kepata Dinas Fendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kalibagor ,

6 Arslp






